KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan
tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan
Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan ketentuan
mengenai tahapan pencalonan perseorangan peserta
Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah,
perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6832);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
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Menetapkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);

MEMUTUSKAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211),
diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan
penyerahan dukungan minimal Pemilih pada tahapan
pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD
Tahun 2024 untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua
Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua
Barat Daya tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

2. Di antara ketentuan Pasal 187 dan Pasal 188 disisipkan 1
(satu) pasal, yakni Pasal 187A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 187A

(1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu
anggota DPD Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan,
dan Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan oleh
KPU selama belum terbentuk KPU Provinsi dan
Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan, Provinsi
Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan
Provinsi Papua Barat Daya.
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(2) Pelaksanaan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan di kantor KPU Kabupaten/Kota
yang terletak di ibukota Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan,
dan Provinsi Papua Barat Daya.

3. Ketentuan setelah nomor 1 dan sebelum nomor 2 Program
dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ditambahkan 1
(satu) nomor, yakni nomor 1A sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.

Pasal 11
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
HASYIM ASY’ARI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1253

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

; Kggal-a_ Biro Perundang-Undangan,

B

E\ NUr-“Siygr;i'fah
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LAMPIRAN 1

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

KOMISI
NOMOR 10
TENTANG

PERSEORANGAN

PEMILIHAN

UMUM
TAHUN 2022

PENCALONAN
PESERTA

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

syarat dukungan minimal
Pemilih dan sebaran

23 April 2023

JADWAL
NO PROGRAM/KEGIATAN WAL ARHIR
1A. | Penyerahan Dukungan Minimal
Pemilih di Provinsi Papua,
Provinsi Papua Selatan, Provinsi
Papua Tengah, Provinsi Papua
Pegunungan, Provinsi Papua
Barat, dan Provinsi Papua Barat
Daya
a. | Persiapan penyerahan Jumat, Minggu,
dukungan minimal Pemilih | 16 Desember 2022 | 8 Januari 2023
b. | Penyerahan dukungan Senin, Minggu,
minimal Pemilih 26 Desember 2022 | 8 Januari 2023
c. | Verifikasi Administrasi Senin, Minggu,
9 Januari 2023 22 Januari 2023
d. | Perbaikan dan penyerahan Kamis, Rabu,
dukungan minimal Pemilih | 26 Januari 2023 1 Februari 2023
perbaikan kesatu
e. | Verifikasi Administrasi Kamis, Sabtu,
perbaikan kesatu 2 Februari 2023 11 Februari 2023
f. Verifikasi Faktual kesatu Kamis, Rabu,
16 Februari 2023 8 Maret 2023
g. | Perbaikan dan penyerahan Minggu, Selasa,
dukungan minimal Pemilih 12 Maret 2023 21 Maret 2023
perbaikan kedua o
h. | Verifikasi Administrasi Rabu, Jumat,
perbaikan kedua 22 Maret 2023 31 Maret 2023
X Verifikasi Faktual kedua Rabu, Selasa,
S April 2023 18 April 2023
§s Penetapan pemenuhan Minggu, Kamis,

27 April 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

~ SERRETARIAT JENDERAL
"KOMIST.PEMILIHAN UMUM

y Kﬂf:,p@l"a\f\ Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY’ARI
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